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BAB  I  

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Sebuah konsepsi tentang sebuah Negarai  Hukumi  ataui  “Rechtsstaat”i  

yangi  sebelumnyai  hanyai  tercantumi  dalami  Penjelasani  UUDi  1945,i  dirumuskani  

dengani  tegasi  dalami  Pasali  1i  ayati  (3)i  yangi  menyatakan,i  “Negarai  Indonesiai  

adalahi  Negarai  Hukum.”i  Dalami  konsepi  Negarai  Hukumi  itu,i  diidealkani  bahwai  

yangi  harusi  dijadikani  panglimai  dalami  dinamikai  kehidupani  kenegaraani  adalahi  

hukum,i  bukani  politiki  ataupuni  ekonomi.i  Karenai  itu,i  jargoni  yangi  biasai  

digunakani  dalami  bahasai  Inggrisi  untuki  menyebuti  prinsipi  Negarai  Hukumi  

adalahi  ‘thei  rulei  ofi  law,i  noti  ofi  man’.i  Yangi  disebuti  pemerintahani  padai  pokoknyai  

adalahi  hukumi  sebagaii  sistem,i  bukani  orangi  peri  orangi  yangi  hanyai  bertindaki  

sebagaii  ‘wayang’i  darii  skenarioi  sistemi  yangi  mengaturnya.1i   

Gagasani  Negarai  Hukumi  itui  dibanguni  dengani  mengembangkani  

perangkati  hukumi  itui  sendirii  sebagaii  suatui  sistemi  yangi  fungsionali  dani  

berkeadilan,i  dikembangkani  dengani  menatai  suprai  strukturi  dani  infrai  strukturi  

kelembagaani  politik,i  ekonomii  dani  sociali  yangi  tertibi  dani  teratur,i  sertai  dibinai  

dengani  membanguni  budayai  dani  kesadarani  hukumi  yangi  rasionali  dani  

impersonali  dalami  kehidupani  bermasyarakat,i  berbangsai  dani  bernegara. Di 

Indonesia untuk menegakkan perangkat hukum pidana maupun perdata sendiri 

dikenal dengan nama sistem peradilan. Di dalam sistem peradilan sendiri 

terdapat beberapa penegak hukum guna untuk memastikan bahwa perangkat 

hukum tersebut dijalankan bagi para pencari keadilan maupun terdakwa.  

Penegak hukum di Indonesia yang paling dikenal adalah Criminal 

justice System yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Di Indonesia 

lebih dikenal dengan sebutan 4 pilar peradilan. Menurut Brent Turvey dan Stan 

Crowder dalam bukunya berjudul Ethical Justice berpendapat bahwa:  

“The criminal justice system is the network of government and private 

agencies intended to manage accused and convicted criminals. The 

criminal justice system is comprised of multiple interrelated pillars, 

 
1https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indo

nesia.pdf, diakses tanggal 20 Januari 2022. 

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf


2 

 

 

 

consisting of academia, law enforcement, forensic services, the judiciary, 

and corrections. These pillars are fashioned to support the ideals of legal 

justice. Legal justice is the result of forging the rights of individuals with 

the government’s corresponding duty to ensure and protect those rights – 

referred to as due process.2  

 

Berdasarkan pendapat di atas Criminal Justice system ini sangat 

berperan penting dan aktif dalam penegakan perangkat hukum khususnya di 

Indonesia sendiri. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa pilar yang 

saling terkait, terdiri dari akademisi, penegakan hukum, layanan forensik, 

peradilan, dan pemasyarakatan. Pilar-pilar ini dibentuk untuk mendukung cita-

cita keadilan hukum. Artinya bahwa penegak hukum merupakan seseorang 

yang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perangkat 

hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan untuk seluruh masyarakat di 

sekitarnya.   

Salahi  satui  aspeki  yangi  disorotii  etikai  dani  morali  berkenaani  dengani  

perilakui  perbuatani  seseorangi  adalahi  padai  bidangi  kerjai  keahliani  yangi  disebuti  

profesi.i  Dikarenakani  profesii  sebagaii  suatui  pekerjaani  tentangi  keahliani  teorii  

dani  teknis,i  yangi  bersandari  padai  suatui  kejujuran,i  sehinggai  ketergantungani  dani  

harapani  orangi  yangi  membutuhkani  bantuannyai  sangati  besari  gunai  menerapkani  

sistemi  penegakani  hukumi  yangi  baik,i  sehinggai  darii  itui  parai  pengembani  suatui  

profesii  dituntuti  syarat-syarati  tertentui  dalami  mengembani  dani  melaksanakani  

tugasi  dani  fungsii  profesinya,i  agari  benar-benari  bekerjai  secarai  profesionali  dii  

bidangnya.i  Profesii  yangi  bergeraki  dii  bidangi  hukumi  antarai  laini  hakim,i  jaksa,i  

polisi,i  pengacara,i  notarisi  dani  berbagaii  unsuri  instansii  yangi  diberii  kewenangani  

berdasarkani  undang-undang.3i  i   

Dalami  perkembangannyai  padai  umumnyai  manusiai  banyaki  tujuani  yangi  

hendaki  dicapaii  sepanjangi  hidupnya.i  Seringkalii  untuki  mencapaii  tujuani  yangi  

besar,i  seseorangi  memerlukani  orangi  laini  untuki  diajaki  bekerjasamai  untuki  

mencapaii  tujuani  tersebut.i  Dalami  kerjai  samai  tersebut,i  aktivitas-aktivitasi  yangi  

 
2 Brent Turvey dan Stan Crowder, Ethical Justice 1st edition, United States Of Ameica, 

2013, Hal 192.  
3  Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, “PERAN ETIKA PROFESI 

NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM”, Notarius, Vol 13 ,No 1 (2020).   
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dilakukani  olehi  orang-orangi  yangi  terlibat,i  mengikutii  suatui  polai  kerjai  tertentu,i  

sepertii  adanyai  jalur-jaluri  wewenang,i  perintah,i  tanggungi  jawabi  secarai  vertikali  

maupuni  horisontali  dalami  hirarkii  jabatan-jabatani  yangi  muncul.i  “Tempati  ataui  

wadah”i  kerjai  samai  untuki  mencapaii  tujuani  dengani  polai  tertentui  itui  disebuti  

sebagaii  organisasi.i  Menuruti  Edgar,i  Organisasii  merupakani  koordinasii  

sejumlahi  kegiatani  manusiai  yangi  telahi  direncanakani  untuki  mencapaii  maksudi  

dani  tujuani  tertentui  bersamai  melaluii  pembagiani  tugasi  dani  fungsii  serta,i  melaluii  

serangkaiani  wewenangi  dani  tanggungi  jawab.4   

Hampir seluruh profesi penegak hukum di Indonesia membentuk 

wadah persatuan organisasi dengan berbagai macam tujuan dan manfaat 

berdirinya organisasi itu sendiri, sebut saja Ikatan Hakim Indonesia/ 

Indonesian Judges Association merupakani  organisasii  profesii  Hakimi  darii  4i  

(empat)i  lingkungani  peradilani  yaitui  lingkungani  peradilani  umum,i  peradilani  

agama,i  peradilani  Tatai  Usahai  Negarai  (TUN)i  dani  peradilani  militer,i  

Perhimpunani  Pengacarai  Indonesiai  (PERADI)i  adalahi  Organisasii  Advokati  yangi  

dibentuki  berdasarkani  Undang-Undangi  No.i  18i  Tahuni  2003i  tentangi  Advokati  

(UUi  Advokat)i  dani  Ikatani  Notarisi  Indonesiai  adalahi  organisasii  satu-satunyai  

wadahi  organisasii  (selanjutnyai  disebuti  jugai  Perkumpulan)i  profesii  jabatani  

Notarisi  bagii  segenapi  Notarisi  dii  seluruhi  Indonesia,i  PJIi  adalahi  satu-satunyai  

wadahi  organisasii  profesii  Jaksa,i  dengani  berlandaskani  keilmuani  dani  

kemasyarakatani  yangi  memperjuangkani  tegaknyai  hukum,i  kebenarani  dani  

keadilan serta masih banyak lagi beberapa organisasi profesi penegak hukum 

di Indonesia.  

Penelitian ini penulis akan membahas 2 (dua) organisasi profesi 

penegak hukum diluar pegawai pemerintahan yaitu organisasi Ikatan Notaris  

Indonesia dan Organisasi Pengacara Indonesia. Kedua organisasi  penegak 

hukum ini cukup familiar di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Organisasi 

ini cukup memiliki keunikan tersendiri karena organisasi ini diatur oleh 

Undang-undang Negara Republik Indonesia, akan tetapi kedua organisasi ini 

tidak mendapatkan gaji dari Negara. Organisasi pengacara sendiri diatur 

 
4 Manullang M, Pengantar Bisnis,  Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2013, hal 26.  
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didalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Advokat yang selanjutnya 

disebut UU advokat. Sedangkan organisasi profesi Notaris diatur di dalam 

Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UU notaris.  

Perkembangani  zamani  yangi  semakini  moderni  membuati  kebutuhani  

masyarakati  akani  jasai  pengacarai  dii  Indonesiai  sangati  dibutuhkani  untuki  

menyelesaikani  persoalan-persoalani  hukumi  yangi  terjadii  dalami  masyarakat.i  

Hali  inii  dapati  dilihati  darii  kenyataani  bahwai  hampiri  semuai  urusani  dalami  

kehidupani  wargai  Negarai  berkenaani  dengani  hukum,i  dani  apabilai  berkaitani  

dengani  persoalani  hukum,i  sudahi  barangi  tentui  membutuhkani  jasai  hukumi  

seorangi  advokat.5
i  Untuki  menjadii  seorangi  Advokat/pengacarai  dii  Indonesiai  

harusi  memenuhii  persyaratani  yangi  telahi  diaturi  didalami  UUi  i  advokati  pasali  3i  

ayati  1i  yangi  berbunyi:   

Untuk dapat diangkat menjadi Pengacara/Advokat harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut :  

1.1.1. warga negara Republik Indonesia;  

1.1.2. bertempat tinggal di Indonesia;  

1.1.3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;  

1.1.4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;  

1.1.5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);  

1.1.6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;  magang sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;  

1.1.7. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berperilaku 

baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang 

tinggi.6   

 

 
5 Lusia Sulastri dan Kurniawan Wibowo, Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia,  

Gracias Logis Kreatif, Ponorogo, 2021, Hal 3  
6 Undang-Undang Republik Indoesia No 18 Tahun 2013 tentang Advokat, Pasal 3 ayat 1.  



5 

 

 

 

Melihat persyaratan diatas, ada sebuah persyaratan dimana bahwa 

untuk menjadi seorang pengacara/advokat haruslah lulus ujian yang diadakan 

oleh organisasi advokat. Disini terlihat bahwa pemerintah sendiri memberikan 

wewenang penuh melalui organisasi pengacara/advokat dalam membentuk 

calon-calon pengacara ke depannya kepada organisasi advokat itu sendiri. 

Organisasi advokat memiliki kewenangan dan andil yang begitu besar dalam 

pembentukan karakter para calon pengacara di Indonesia. Perjalanan panjang 

Organisasi advokat di Indonesia melahirkan juga beberapa regulasi dari 

pemerintah tentang hak dan kewajiban pengacara melalui undang-undang. 

Hak dan kewajiban para pengacara tunduk pada peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia, yaitu:  

1.1.7.1. Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada pasal 69 sampai dengan 

pasal 74.  

1.1.7.2. Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang 

1.1.7.3. Advokat   terdapat pada pasal 14 sampai dengan pasal 21.  

1.1.7. 4. Undang-undang No16 tahun 2011 tentang bantuan hukum terdapat 

dalam pasal 9 sampai dengan pasal 117.  

Sejala dengan kebutuhani  jasai  hukumi  Advokati  padai  saati  sekarangi  

semakini  meningkat,i  dani  semakini  berkembangnyai  kebutuhani  hukumi  

masyarakat,i  memerlukani  profesii  pengacarai  yangi  bebas,i  mandiri,i  dani  

bertanggungi  jawab,i  untuki  terselenggaranyai  suatui  peradilani  yangi  jujur,i  adil,i  

dani  memilikii  kepastiani  hukumi  bagii  semuai  pencarii  keadilani  dalami  

menegakkani  hukum,i  kebenaran,i  keadilan,i  dani  haki  asasii  manusia.i  Olehi  karenai  

itui  pengacarai  sebagaii  profesii  yangi  bebas,i  mandiri,i  dani  bertanggungi  jawabi  

dalami  menegakkani  hukum,i  perlui  dijamini  dani  dilindungii  olehi  undang-undangi  

demii  terselenggaranyai  upayai  penegakani  supremasii  hukum.8i  Berkaitani  dengani  

hali  tersebut,i  makai  pemerintahi  bersamai  dengani  DPRi  mengeluarkani  suatui  

undang-undangi  yangi  mengaturi  tentangi  Advokati  yaitui  Undang-Undangi  Nomori  

18i  Tahuni  2003i  tentangi  Advokat.i  i   

 
7 Ibid, Hal 5.  
8 Konsideran menimbang huruf b dan c Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat  
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Pasali  28i  ayati  1i  Undang-Undangi  Nomori  18i  Tahuni  2003i  dimanai  

disebutkani  bahwai  “Organisasii  Advokati  merupakani  satu-satunyai  wadahi  profesii  

pengacara/advokati  yangi  bebasi  dani  mandirii  yangi  dibentuki  sesuaii  dengani  

ketentuani  undang-undangi  inii  dengani  maksudi  dani  tujuani  untuki  meningkatkani  

kualitasi  profesii  pengacara.i  Jikai  dipahamii  secarai  komprehensifi  makai  

UndangUndangi  tentangi  Advokati  memberikani  amanahi  kepadai  parai  pengacarai  

untuki  dapati  membentuki  organisasii  pengacarai  yangi  satui  satunyai  sebagaii  

wadahi  yangi  memayungii  profesinyai  yangi  bebasi  dani  mandirii  tersebut,i  namuni  

dalami  pembentukani  organisasii  Advokati  dii  Indonesiai  ternyatai  menimbulkani  

polemiki  mengenaii  organisasii  Advokati  yangi  manai  yangi  diakuii  keberadaannyai  

olehi  undang-undangi  tersebut,i  sebagaimanai  diketahuii  permasalahani  yangi  terusi  

berkepanjangani  hingga saat ini. Hal ini tentu saja membuat kedudukan 

pengacara/advokat di Indonesia semakin dipertanyakan.  

Selain pembentukan wadah organisasi profesi advokad diatas, 

organisasi profesi notaris di Indonesia juga membentuk wadah organisasi 

profesi notaris dengan nama Ikatan Notaris Indonesia selanjutnya disebut INI. 

Notarisi  mempunyaii  perani  yangi  sangati  pentingi  dii  Indonesiai  sebagaii  negarai  

penganuti  sistemi  hukumi  Civili  Lawi  untuki  melayanii  masyarakati  dalami  hali  

pembuatani  aktai  autentiki  sebagaii  alati  buktii  ataui  sebagaii  syarati  sah/mutlaki  

untuki  perbuatani  hukumi  tertentu.i  Prinsip-prinsipi  kenotariatani  yangi  menjadii  

cirii  darii  notarisi  Latini  adalahi  pejabati  umumi  yangi  diangkati  negara,i  berwenangi  

membuati  aktai  autentiki  yangi  menjalankani  jabatannyai  dengani  mandirii  

(independent)i  dani  tidaki  berpihaki  (impartial)i  sertai  merahasiakani  isii  aktai  dani  

keterangani  yangi  diperoleh.i  Notarisi  menjalankani  jabatani  dani  menjagai  sikap,i  

tingkahi  lakui  sesuaii  dengani  peraturani  perundang-undangani  dani  Kodei  Etiki  

Notaris.i   

Fungsii  notarisi  tidaki  sebatasi  membuati  aktai  autentiki  tetapii  dengani  dasari  

dani  alasani  filosofis,i  sosiologisi  dani  yuridisi  makai  notarisi  dapati  mendeteksii  

kemungkinani  iktikadi  buruki  dani  akibati  yangi  tidaki  diinginkani  sertai  melindungii  

pihak-pihaki  lemahi  kedudukani  sosiali  ekonomii  dani  yuridisi  dengani  demikiani  

melindungii  pihaki  ketigai  yangi  beriktikadi  baik.i  Notarisi  menjamini  kecakapani  

sertai  kewenangani  darii  parai  pihaki  untuki  melakukani  tindakani  hukumi  dii  dalami  
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aktai  yangi  dibuatnya. 9
i  i  Ketentuani  Pasali  1868i  KUHPerdatai  merupakani  

landasani  mengapai  pejabati  umumi  diperlukan,i  yaitui  notarisi  yangi  berwenangi  

untuki  membuati  aktai  autentik.i  Aktai  autentiki  adalahi  aktai  yangi  dii  dalami  bentuki  

ditentukani  olehi  undang-undang,i  dibuati  olehi  ataui  dii  hadapani  pejabati  umumi  

yangi  berkuasai  untuki  itui  dii  tempati  dii  manai  aktai  dibuatnya.  

Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia sampai saat ini masih 

menunjukkan eksistensi yang cukup tinggi demi mencapai tujuan 

organisasinya. Ini terlihat dalam terbitnya Undang-undang no 2 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. Di dalam Undang-undang jabatan notaris ini terlihat adanya beberapa 

substansi perubahan ke arah yang lebih baik bagi pejabat notaris sendiri, antara 

lain:  

1.1.7.5. Penguatani  persyaratani  untuki  dapati  diangkati  menjadii  notaris,i  antarai  

lain, adanyai  surati  keterangani  sehati  darii  dokteri  dani  psikiateri  sertai  

perpanjangani  jangkai  waktui  menjalanii  magangi  darii  12i  (duai  belas)i  

bulani  menjadii  24i  (duai  puluhi  empat)i  bulan;i   

1.1.7.6. Penambahan kewajiban larangan merangkap jabatan dan alasan 

pemberhentian sementara notaris;  

1.1.7.7. Pengenaan Kewajiban calon notaris yang sedang melakukan magang;  

1.1.7.8. Penyesuaiani  pengenaani  sanksii  yangi  diterapkani  padai  pasali  tertentui  

antarai lain,i  berupai  pernyataani  aktai  yangi  bersangkutani  hanyai  

mempunyaii  kekuatani  pembuktiani  sebagaii  aktai  dibawahi  tangan,i  

peringatani  lisan/peringatani  tertulis,i  ataui  tuntutani  gantii  rugii  kepadai  

notaris;  

1.1.7.9. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang 

bersifat mutlak maupun bersifat relative;  

1.1.7.10. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris;  

1.1.7.11. Penguatan dan Penegasan organisasi notaris;  

1.1.7.12. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

resmi dalam pembuatan akta autentik   

 
9 https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/, diakses tanggal 

25 Januari 2022.  

https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/
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1.1.7.13. Penguatan fungsi wewenang dan kedudukan majelis pengawas 

notaris.10  

Seiring dengan perkembangan Zaman di era modern ini, eksistensi 

notaris mengalami banyak ujian di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari 

munculnya beberapa peraturan perundang-undangan guna penambahan 

wewenang yang dimiliki pejabat notaris saat ini yang diterbitkan pemerintah 

bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris sendiri, kemudian 

banyaknya notaris di wilayah yang terkena permasalahan hukum kedalam 

ranah pidana.  

Berkenaan dengan permasalahan yang dijabarkan di atas penulis ingin 

lebih rinci meneliti terkait perlindungan hukum kedua organisasi penegak 

hukum tersebut dan eksistensinya bagi anggotanya yaitu pengacara/advokat 

dan notaris sendiri. Jadi kebaharuan penelitian ini adalah lebih 

mengkhususkan tentang Penerapan Single Bar dan Multi Bar dalam 

Organisasi Jabatan Notaris dibandingkan dengan Organisasi Profesi 

Pengacara/Advokat.   

Jadi setelah mencermati penelitian terdahulu dan perbedaannya 

dengan riset ini,  serta berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tesis 

ini penulis susun untuk untuk mengkaji lebih lanjut PENERAPAN SINGLE 

BAR DAN MULTI BAR DALAM ORGANISASI JABATAN NOTARIS 

GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

ORGANISASI JABATAN NOTARIS DIBANDINGKAN DENGAN 

ORGANISASI PROFESI ADVOKAT.  

 
 wat-taqwā wa lā ta'āwanụ 'alal-iṡmi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha 

syadīdul-'iqāb 

 

 
10 Ghansham Adnan, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Zifatama Jawara, 

Sidoarjo: 2014, Hal 13-14.   
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Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 

siksaan-Nya.. (QS. Al Maidah – 2) 

 

 

Innallāha yuḥibbullażīna yuqātilụna fī sabīlihī ṣaffang ka`annahum bun-

yānum marṣụṣ 

 

Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-

Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh.. (QS. As-Saff – 4) 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis membatasi cakupan penelitian dengan  rumusan permasalahan sebagai 

berikut :  

1.2.1. Bagaimanakah Penerapan sistem Single Bar dan Multi Bar dalam 

Organisasi Jabatan Notaris dibandingkan dengan Organisasi 

Profesi Advokat?   

1.2.2. Apakah organisasi jabatan Notaris yang berlaku saat ini telah 

memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Organisasi 

jabatan Notaris dibandingkan dengan Organisasi profesi Advokat ?  

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tesis ini dibuat untuk :  

1.3.1. Mengetahui bagaimana perbandingan Organisasi Jabatan Notaris dan 

Organisasi Profesi Advokat di Indonesia.  

1.3.2. Menganalisa bagaimana Organisasi Profesi Advokat dan Organisasi 

Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum apabila 

terjadi permasalahan hukum yang menjerat anggota di kewilayahan.  
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1.4 Manfaat Penelitian   

1.4.1. Manfaat Teoritis   

         Memberikani  sumbangani  pemikirani  dani  untuki  melengkapii  bahani  pustakai  

gunai  pengembangani  ilmui  hukumi  padai  umumnya,i  hukumi  kenotariatani  padai  

khususnya. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagaimana organisasi 

bekerja untuk anggotanya serta bagaimana menciptakan sebuah organisasi 

yang sehat dan dapat memajukan dan mensejahterakan anggotanya. Selain itu 

penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tentang bagaimana cara 

berorganisasi yang baik dan bagaimana organisasi dapat membina dan 

memberi perlindungan hukum terhadap anggotanya.  

  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis penelitian di dalam tesis ini adalah Penelitian ini dapat 

menambah wawasan bagaimana organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan 

organisasi advokat bekerja untuk membina dan meningkatkan kemampuan 

anggotanya serta bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada 

anggotanya yang terkait permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya di kewilayahan. Selain itu penelitian ini juga dapat 

mengetahui isi dari putusan-putusan mahkamah konstitusi tentang uji materiil 

yang dilaksanakan di pengadilan mahkamah konstitusi guna menambah 

wawasan para anggota profesi.  

  

1.5 Kerangka Konsep   

 Kerangkai  konseptuali  adalahi  penggambarani  antarai  konsep-konsepi  khususi  

yangi  merupakani  kumpulani  yangi  dalami  artii  yangi  berkaitan,i  dengani  istilahi  yangi  

akani  ditelitii  dani  ataui  diuraikani  dalami  karyai  ilmiah11. Didalam penelitian ini 

penulis akan meneliti tesis ini dengan melihat dari berbagai sumber, yaitu :   

1.5.1 Konstitusi  

       1.5.2. Undang-undang dan aturan-aturan dibawahnya  

       1.5.3.Traktat  

 
11 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  Sinar Grafika, 2009, Hal. 96.  
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       1.5.4.Yurisprudensi.   

       1.5.5. Narasumber langsung yang ada dilapangan.  

Dalam rangka penelitian tentang Perbandingan Organisasi Profesi 

Advokat dan Organisasi Jabatan Notaris diperlukan beberapa konsep 

pengertian yang relevan untuk menjawab permasalahan di atas. Berikut adalah 

beberapa konsep pengertian yang digunakan penulis dalam mengerjakan tesis 

ini :  

1.5.1. Organisasi Profesi   

Organisasi profesi adalah serikat perkumpulan yang berstatus badan hukum, 

yang berisi orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Kemudian 

memiliki kepentingan visi dan misi yang sama guna membangun 

keprofesionalitasan yang terbentuk dari beberapa individu dengan profesi 

sama dan mempunyai sistem organisasi dan peraturan yang mengikat 

anggotanya. Organisasi profesi sangat penting untuk dibentuk guna 

berkembangnya ilmu pengetahuan khusus profesi yang berkumpul.  

Organisasi profesi memiliki 2 perhatian yang penting, yaitu:  

1.5.1.1.Sebagai tempat Perlindungan hukum berlindung bagi 

individuindividu dari anggota profesi yang tidak dibentuk 

dengan baik dan benar.   

1.5.1.2.Sebagai wadah guna melindungi anggotanya dari kurangnya 

standar dalam suatu bidang profesi yang dilakukan.12  

Selain itu organisasi profesi dibentuk oleh para pendirinya sebagai tempat 

membagi ilmu dan pengalaman sesama anggota satu profesi yang sama 

guna menghadapi kekurangan maupun kesalahan untuk diperbaiki bersama 

guna menghadapi tantangan di masa depan yang sangatlah kompleks. 

Tantangan yang dimaksud dapat juga hadir di saat sekarang, bisa juga hadir 

di masa yang akan datang. Organisasi profesi selalu mengawasi 

perkembangan-perkembangan yang terjadi guna memberikan pertunjuk 

dan informasi terkini kepada seluruh anggotanya.  

 
12  https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/, diakses tanggal 17 

Februari 2022.  

https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
https://organisasi.co.id/konsep-organisasi-profesi-pengertian-dan-jenis/
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1.5.1.2.1. Notaris   

Notarisi  adalahi  pejabati  umumi  yangi  berwenangi  membuati  aktai  autentiki  dani  

memilikii  kewenangani  lainnyai  sebagaimanai  dimaksudi  dalami  Undang-

Undangi  ini,i  ataui  berdasarkani  Undang-Undangi  lainnya.i   

1.5.1.2.2. Pengacara/Advokat  

Advokati  adalahi  orangi  yangi  berprofesii  memberii  jasai  hukum,i  baiki  dii  dalami  

maupuni  dii  luari  pengadilani  yangi  memenuhii  persyaratani  berdasarkani  

ketentuani  Undang-Undang.  

1.5.2. Perbandingan 

Istilah “perbandingan hukum” ( bukan “hukum perbandingan” ) itu sendiri 

telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah seperti hukum 

perdata, pidana, hukum tata negara dan sebagainya, 13 melainkan 

merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan 

sistem hukum yang lain. 

1.5.3. Imunitas  

Imunitasi  adalahi  kebebasani  suatui  profesii  untuki  melakukani  ataui  tidaki  

melakukani  setiapi  tindakani  dani  mengeluarkani  ataui  tidaki  mengeluarkani  

pendapat.i  keterangani  ataui  dokumeni  kepadai  siapai  puni  dalami  menjalankani  

tugasi  profesinya.i  sehinggai  diai  tidaki  dapati  dihukumi  ataui  dituntuti  secarai  

pidanai  ataui  secarai  perdatai  sebagaii  konsekuensii  dani  pelaksanaani  tugasi  

profesinyai  itu.   

“Yang dimaksud dengan “kebebasan di sini adalah terhadap dan 

karena tindakannya tersebut. terhadap para profesi atau pun 

kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan, 

atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi 

tersebut. Imunitas ini diatur didalam ketentuan perundang-

undangan.”14  

  

Undang-Undangi  Advokati  mengakuii  haki  imunitasi  secarai  sangati  terbatas,i  

yangi  diaturi  dalami  Pasali  14,i  Pasali  15,i  dani  Pasali  16.i  Adai  2i  (dua)i  macami  haki  

imunitasi  yangi  diberikani  olehi  Undang-Undangi  Advokati  kepadai  parai  

advokat.i  yaitu:i   

 
13 Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, Penerbit: Bandung : Melati, 1989. Hal 131 
14 Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung, Citra Adithya 

Bakti, Cetakan Pertama, 2003 , Hal. 93-94.  
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1.5.3.1.Haki  Imunitasi  dii  Luari  Sidangi  Pengadilani  dani   

1.5.3.2.Haki  Imunitasi  dii  Dalami  Sidangi  Pengadilani  (dii  setiapi  Iingkungani  

dani  tingkati  pengadilan).i   

Haki  imunitasi  dii  luari  sidangi  pengadilani  diberikani  olehi  Pasali  15i  dani  Undang-

Undangi  Advokat,i  yangi  menentukani  sebagaii  benikut:i   

Advokati  bebasi  dalami  merijalankani  tugasi  proi  fesinyai  untuki  memi  belai  

perkarai  yangi  menjadii  tanggungi  jawabnyai  dengani  tetapi  beri  pegangi  padai  

kodei  etiki  proi  fesii  dani  peraturani  perundang-undangan.i   

Penjelasani  resmii  atasi  Pasali  15:  

Ketentuani  inii  mengaturi  mengenaii  kekebalani  advokati  dalami  meni  

jalankani  tugasi  profesinyai  untuki  kepentíngani  kliennyai  dii  luari  sidangi  

pengadilani  dani  dalami  mendampingii  kliennyai  padai  dengari  pendapati  dii  

lembagai  perwakilani  rakyat.i  Sedangkani  haki  imunitasi  dii  dalami  sidangi  

pengadilani  diaturi  dalami  Pasali  14i  dani  Pasali  16i  dani  Undang-Undangi  

Advokat,i  yangi  menentukani  sebagaii  berikut:  

Pasal 14:  

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam 

membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang 

pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan 

perundang-undangan.  

Pasal 16:  

Pengacara/Advokat tidaki  dapati  dituntuti  baiki  secarai  perdatai  maupuni  

pidanai  dalami  menjalankani  tugasi  profesinyai  dengani  itikadi  baiki  untuki  

kepentingani  pembelaani  Klieni  dalami  sidangi  pengadilan.  

 

“Maksud dari itikad baik diatas adalah pengacara melaksanakan 

kegiatan tugas profesinya berlandaskan ketentuan hukum yang 

berlaku guna membela kliennya demi menegakkan keadilan sesuai 

fakta hukum kejadian yang sebenar-benarnya.”15  

  

 
15 14 Ibid.  
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1.5.4. Ingkar 

     Dalam kamus Bahasa Indonesia Ingkar adalah mengingkari yang 

arti lainnya tidak menepati.. Dalam hal ini hak ingkar merupakan hak 

untuk menolak memberikan keterangan tentang sesuatu rahasia yng 

berkaitan dengan jabatannya. 

1.5.5. Kehormatan  

Kehormatan adalah Kehorrnatan adalah kesetiaani  dalami  

rnelaksanakani  kebenaran,i  kebenarani  yangi  akhirnyai  melahirkani  martabati  

dani  martabatlahi  yangi  membuati  segalai  menjadii  terhormat.i  Kehormatani  

berkaitani  erati  dengani  hargai  diri. 16  Menjaga kehormatan sama dengan 

menjaga harga diri kita sendiri, Jatuhnya kehormatan profesi kita, 

menjatuhkan pula harga diri profesi kita.   

Profesi notaris dan profesi pengacara harus menjaga kehormatan harkat dan 

martabat profesi dan organisasi yang dinaunginya. Sehingga kewibawaan 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masih terlihat terang 

bersinar.  

1.5.6. Unsur Hukum  

Unsur-unsur hukum adalah kerangka dan hukum itu sendiri. Tujuan hukurn 

pada dasarnya untuk rnelahirkan keadilan, kearnanan, dan ketentrarnan. 

Hadirnya hukum di tengah-tengah masyarakat, kehidupan sosial 

masyarakat akan mengarah kepada ketertiban dan ketentraman.  

Unsur-unsur hukum terdiri atas:  

1.5.6.1.Subyek yang rnembuatnya (ordenings subject) yaitu 

kewibawaan atau otoritas.  

1.5.6.2.Dasar (substraat) dan tataran hukum atau obyek yang diatur tata 

hukurn yang bersangkutan, yaitu masyarakat yang 

diorganisasikan.  

1.5.6.3.Berkaitan dengan itu hukurn adalah perintah, izin, janji, dan 

disposisi (peraturan yang disediakan).  

1.5.6.4. Norma hukum (Sollen yang harus diwujudkan dalam Sein).  

1.5.6.5. Sein dan tata hukum merupakan kehidupan sosial dalam 

masyanakat.  

 
16 https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-

diri-dan https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-

diri-dan-kesombongankesombongan, diakses tanggal 8 Maret 2022.  

https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
https://www.kompasiana.com/metik/5518d4ea81331137719de114/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan
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1.5.6.6. Hubungan hukum (antara subyek hukum dengan subyek 

hukum dan subyek hukum dengan objek hukum).  

1.5.6.7. Dasar hukum (fakta), akibat hukum dan fakta hukum 

(penistiwa yang diatur oleh hukum).  

1.5.6.8. Selain itu Unsur-Unsur Hukurn C.S.T  Kansil berpendapat 

terdiri dari:  

1.5.6.9. Peraturan  mengenai tingkah laku  manusia  dalam pergaulan 

masyarakat;  

1.5.6.10. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resrni yang berwajib;  

1.5.6.11. Peraturan sifatnya memaksa;  

1.5.6.12. Sanksi kepada pelanggaran peraturan tersebut sangat tegas.17  

    

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1. Jenis Penelitian  

Penelitian (research) atau pencarian kembali. Pencarian yang 

dimaksud adalah kegiatan menemukan suatu permasalahan dilapangan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melaui berbagai sumber untuk 

dapat menemukan benang merah dalam suatu permasalahan yang terjadi. 

Hasil temuan fakta yang ada ini akan di kaji dan dianalisa untuk mendapat 

kan jawaban yang benar dalam suatu permasalahan dan dapat dengan cepat 

diambil keputusan bersama untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik 

dan benar. Walaupun fakta dan data yang ditemukan bukan merupakan 

kebenaran yang hakiki. Maka dari itu, masih perlu diuji kembali secara 

ilmiah dan keilmuan18.  

Tesis ini dilandaskan dengan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan sosiologis didukung dengan wawancara beberapa 

narasumber. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum 

mendasarkan oleh semua norma hukum yang terkandung didalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh bukti wawancara (fakta 

pelaksanaan hukum).  Penelitian hukum ini didasarkan data hukum yang 

sah/resmi di masyarakat, dan fakta berlakunya penerapan hukum yang 

 
17 https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-

jenisnyahttps://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-

jenisnya-yang-perlu-dipahamiyang-perlu-dipahami, diakses tanggal 9 Maret 2022.  
18 Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta ,2004 hal 19.  

https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
https://hot.liputan6.com/read/4706159/unsur-unsur-hukum-pengertian-tujuan-dan-jenisnya-yang-perlu-dipahami
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relevan serta berlandaskan pemahaman dari fakta data sekunder yang 

ditemukan yang telah digali oleh penulis sebelumnya.  

  

1.6.2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan dalam ini akan dilakukan dengan pengkajian secara 

mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang saat ini dan konsep rancangan undang-undang yang akan 

berlaku di masa mendatang. Hal ini untuk menjawab dan memperbaiki yang 

salah dan meningkatkan apa yang sudah benar khusus nya bagi organisasi 

advokat maupun organisasi ikatan notaris kedepannya.. Menuruti  Soerjonoi  

Soekanto,i  penelitiani  merupakani  suatui  i  kegiatani  ilmiahi  yangi  didasarkani  padai  

metode,i  sistematikai  dani  pemikirani  tertentui  yangi  bertujuani  untuki  

mempelajarii  satui  ataui  beberapai  gejalai  hukumi  tertentu,i  dengani  jalani  

menganalisanya.i  Kecualii  itu,i  makai  jugai  diadakani  pemeriksaani  mendalami  

terhadapi  faktai  hukumi  tersebuti  untuki  kemudiani  mengusahakani  suatui  

pemecahani  atasi  permasalahani  yangi  timbuli  dii  dalami  gejala yang 

bersangkutan19.  

  

1.6.3. Data Penelitian  

Data terbagi dalam data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data lapangan yang berupa fakta penerapan hukum berasal dari 

observasi dan didukung dengan data wawancara dengan pihak terkait dalam 

hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia, Organisasi Advokat, serta Notaris di 

kewilayahan. Dalam memenuhi data penelitian dalam tesis ini penulis akan 

melakukan wawancara dengan narasumber diatas, dimana hal ini 

dimaksudkan untuk mendapat informasi dengan jelas mengenai berjalan 

tidak nya organisasi-organisasi diatas dalam menaungi anggotanya dan 

mengetahui apa yang dirasakan anggota advokat dan notaris di kewilayahan.  

 Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dan 

bahan nonhukum, yaitu :   

 
19 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.43  
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1.6.4 Bahan Hukum  

1.6.4.1.  Bahan Hukum Primer   

Untuk Data Primer diperoleh secara langsung yaitu dengan 

dilakukannya observasi dan wawancara (melalui tatap muka dan tanya 

jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber) dan atau 

observasi. Seperti wawancara kepada Pengurus Organisasi Advokat, 

organisasi Ikatan Notaris Indonesia, advokat serta notaris di 

kewilayahan.   

  

             1.6.4.2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain berupa  

publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks hukum, termasuk 

skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta 

jurnaljurnal hukum yang berkenaan dengan judul makalah. Selain itu, 

termasuk pula ke dalam bahan-bahan hukum sekunder berupa seminar, 

ceramah, ataupun kuliah serta buku Undang-undang seperti :  

1.6.4.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris;  

1.6.4.2.2. Undang-Undang Nomor 3  tahun 2018  tentang Advokat,  

1.6.4.2.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas   UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris;  

1.6.4.2.4. Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentangi  

Penetapani  Peraturani  Pemerintahi  Penggantii  Undang-

Undangi  Nomori  2i  Tahuni  2017i  tentangi  Perubahani  atasi  

Undang-Undangi  Nomori  17i  Tahuni   2013i  tentangi  

Organisasii  Kemasyarakatani  Menjadii  Undang-Undang:i   

1.6.4.2.5. Peraturani  Pemerintahi  Penggantii  Undang-Undangi  

Nomori  2i  tahuni  2017i  tentangi  Perubahani  atasi  Undang-

Undang.i  Nomori  17i  Tahuni  2013i  tentangi  Organisasi.i  

Kemasyarakatan.  
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          1.6.5. Bahan Non Hukum  

Di samping bahan-bahan hukum, penelitian ini juga akan menggunakan 

bahan-bahan non hukum sejauh diperlukan. Bahan-bahan non hukum yang 

akan digunakan meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah dari 

disiplin ilmu lain sepanjang mempunyai relevansi dengan organisasi 

advokat dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia  

  

1.7. Sistematika Penulisan   

Tesis ini terdiri menjadi lima Bab untuk mempermudah membaca tesis 

ini agar lebih tersitemasi dengan baik dan cepat memahami isi dalam tesis ini.  

1.7.1. Bab pertama tesis ini adalah pendahuluan yang menceritakan latar 

belakang permasalahan serta masalah pokok dalam tesis ini. ,tujuan 

dari penelitian, manfaat dari penelitian, kerangka teori, data research 

dan sistematika dari penulisan.   

1.7.2. Bab kedua berisi tentang kepustakaan yang berisi tentang dasar-dasar 

dan kajian unsur-unsur yang akan digali oleh peneliti yang 

berhubungan langsung dengan tema atau judul yang ditentukan oleh 

peneliti. Bab kedua ini berisi tentang keberadaan organisasi advokat 

dan organisasi notaris di Indonesia. Selain itu juga membahas tentang 

imunitas profesi tersebut.  

1.7.3. Bab ketiga pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu tentang 

bagaimana Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dengan Organisasi 

Advokat baik berdasarkan undang-undang tentang profesi tersebut dan 

juga membahas tentang keberadan organisasi tersebut berdasarkan 

putusan mahkamah agung di tengah masyarakat saat ini. Selain itu 

dalam bab ini juga menggali bagaimana profesi notaris dan organisasi 

advokat bekerja di Negara lain selain Indonesia.   

1.7.4. Bab keempat berisi tentang Bagaimana Organisasi Ikatan Notaris 

Indonesia serta Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada anggotanya yang terlibat permasalahan 

di kewilayahan seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan 

undang-undang profesi yang mengaturnya.  

1.7.5.  Bab lima berisi Penutup yang berisi kesimpulan tesis dari keseluruhan 

isi tesis dan saran yang diberikan penulisan. 


